
Menimbang

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

a. bahwa untuk melaksanakan ke .~~rtl ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 ~1 e~ta tIemerintah
Daerah, sebagairnana a i ~r. ali, hir
dengan Undang-U,.!Jdak 0 or ah~1j ! e erubahan
Kedua atas naafi1~-U 8j g-/"NoblOt ~~ 2014 tentang
Perneri ~ to~e.~! ell '/P~~~ l...ro ayat (1) Peraturan
P . rt6P1od 12 rr~ uh 0 i9_'i ang Pengelolaan Keuangan

e ~. tfJbd'tnthr llfJu 11 iiikota wajib mengajukan
(1\~ f~t~nl~~ 't~r5'n-B ah ten tang Anggaran Pendapatan danI h ~elapja I p~era v.J{ ) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan

/ {j ~iY'1ki~n I at Daerah (DPRO) untuk memperoleh persetujuan
I lle~m'
~!'-t} a Rancangan Peraturan Oaerah ten tang Anggaran

endapatan dan Belanja Daerah (APBO) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan
dan Rencana Kerja Pemerintah Oaerah Tahun 2021 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah
Daerah bersama OPRO pada tanggal 03 bulan April Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Oaerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabu paten Jember
Tahun Anggaran 2021 ;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di hngkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, .Jawa Barat dan Oaerah lstimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)~
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RepuhIik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Ind sia
Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lernbaran Neg republik
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Daerah (Lembaran Negara Republik I i
244, Tambahan Lembaran N Mfe ~ 1k
5587) sebagaimana telah . ~ j , I r a
Undang-Undang No l:ut~ l Dl t
atas Undan - g oIloo il
Pemerin t 1E ( r repu blik Indonesia
Tah ~I' b baran Negara Republik

t~~;t ) 109 Tahun 2000 tentangU~ epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(a Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
\am,ba mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
'Vatl 'an Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengeIoIaan
euangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Urnurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerin tah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor I, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165); .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambah an
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); ,

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Neg
Tahun 2017 Nomor 106);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12
Keuangan Daerah (Lemba "
2019 Nomor 42); J I

19. Peraturan Men 0 007 tentang
Car ~ . daerah tentang

.......,.__" a a aerah dan Rancangan
P15'r~I'f"lill ~ e ng Penjabaran Anggaran

el~j aerah sebagaimana telah diubah
eri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
ncangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelo1aan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita
negara Repuhlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tat a Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan 8elanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021; ,

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah;
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009
ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemeriritah
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENJEMBER

D~ BUPATIJEMBER

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T
ANGGARAN2021.

Pasal 1

3.
4.

5.

APBD

APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 terdiri atas Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp. 3.708.355.831.232,00 (tiga triliun tujuh ratus
delapan milyar tiga ratus lima puluh lima juta -delapan
ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh -dua
rupiah)

b. Belanja Daerah Rp. 4.448.913.815.154,00 (empat triliun empat ratus
empat puluh delapan rnilyar sembilan ratus tiga belas
juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh
empat rupiah) !

Defisit Rp. 740.557.983.922,00 (tujuh ratus empat puluh
rnilyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan
ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus .dua
puluh dua rupiah) .
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c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Rp. 740.557.983.922,00 (tujuh ratus empat puluh
milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus
delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua
rupiah)
Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pernbiayaan Netto Rp. 740.557.983.922,00 (tujuh ratus empat puluh
milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan
ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua
puluh dua rupiah)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 (nol rupiah)

(5)

P apata t
direncan
delapan r t s
rupiah) y
a. Pajak a
b. Re . usi daerah;

asil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
Lain-lain Pendapatan AsHDaerah yang sah.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.223.415.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar empat ratus
lima belasjuta lima ratus ribu rupiah).
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.42.203.813.283,00 (empat puluh dua milyar dua ratus tiga juta
delapan ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). :
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.102.248.169,00 (enam milyar
seratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh
sembilan rupiah). .
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp.445.129.674.148,OO (empat ratus empat puluh
lima milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu
seratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direnca
Rp.3.708.355.831.232,OO (tiga triliun tujuh ratus delapan mily
lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus .>"-'1'~'-4r'H

bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah ya

1'-'>'-:5<>"J""-'<;U a dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
1.235.600,00 (tujuh ratus enam belas milyar

satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus

(3)

(4)

Pasa15

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 hurufb direncanakan
sebesar Rp.2.789.272.095.632,OO (dua triliun tujuh ratus delapan puluh
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).

i_

sembilan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam
ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas: .
a. Pendapatan transfer pemerin tah pusat;
b. Pendapatan transfer an tar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.569.367.291.793,00 (dua triliun lima ratus
enam puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus
sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 219.904.803.839,00 (dua ratus sembilan belas milyar
sembilan ratus empat juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh
sembilan rupiah).

Pasa16

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam P
huruf b direncanakan sebesar Rp.202.232.500.000,OO (dua ratus
dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ter
a. Pendapatan hibah;
b. Dana daturat; dan
c. Lain-lain pendapatan sesuai

undangan.
(2) Pendapatan hibah sebagaimana ~J'~~'P

sebesar Rp.20.317.460.000 (
ernpat ratus enam PUll r_.... T'l~.

(3) Dana darurat s huruf b direncanakan

(4) tuan peraturan perundang-undangan
·at (1) huruf c direncanakan sebesar

s delapan puluh satu milyar sembilan ratus lima
u rupiah).

Pasal7

Angga Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
.~48.913.815.154,OO (empat triliun empat ratus empat puluh delapan milyar

~sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh empat
rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasa18

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp.3.221.504.S20.374,OO (tiga triliun dua ratus dua
puluh satu milyar lima ratus empat juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus
tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.1.685.673.981.932,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh lima
milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu
sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). '

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.1.390.344.352.732,00 (satu triliun tiga ratus sembilan
puluh milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu
tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

(4) BeJanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp.3.782.839.000,OO (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta
delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). i

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.113.503.552.710,00 (seratus tiga belas milyar lima ratus tiga jut
lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
direncanakan sebesar Rp.28.199.794.000,00 (dua puluh delap milyar seratus
sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ibu rupiah).

Pasal9

(1) uruf b
an puluh satu

uh ribu dua ratus

a.
b.

(7)

elanja
belanja a ' j , dan irigasi;

e. belanj ~mo 1 e p lainnya; dan
f. belanj. et tidak berwujud. .
Belanja moo anah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebes p. 3.199.581.317,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilanjuta
li ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 173.830.342.775,00 (seratus tujuh puluh tiga
milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh
ratus tujuh puluh lima rupiah).
8elanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
.huruf c direncanakan sebesar Rp. 71.429.620.314,00 (tujuh puluh 'satu milyar
empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu tiga ,ratus
empa t belas rupiah).
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp, 392.411.338.969,00 (tiga ratus sembilan
puluh dua milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu
sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah). .
Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 40.455.366.900,00 (empat puluh milyar empat ratus
lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1),huruf f
direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah). :

(2)

(4)

(5)

(6)
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Pasall0

Anggaran, belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp.21.001.385.757,OO (duel puluh satu milyar satu juta .tiga
ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri etas
belanja tidak terduga. .

Pasall1

(3)

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 525.081.658.748,00 (lima ratus dua puluh lima milyar
delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu. tujuh ratus empat
puluh delapan rupiah) yang terdiri atas: '
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru
sebesar Rp.22.065.196.660,OO (dua puluh dua milyar .................r,:

seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus en
Belanja bantuan keuangan sebagaimana di a" d
direncanakan sebesar Rp. 503.016.462 (. a . u
belasjuta empat ratus enam puluh 1 n P (j'....~'I'.~u_y

( 1)

(2)

UI'B,~ a direncanakan sebesar
p milyar lima ratus lima puhih tujuh
u sembilan ratus dua puluh dua rupiah)

Pasa113

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
a direncanakan sebesar Rp. 740.557.983.922,00 (tujuh ratus empat puluh
rnilyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu
sembilan ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas: .
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Basil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 740.557.983.922,00
(tujuh ratus empat puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus
delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah). r

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah). .

(5) Penerirnaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
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(6) Penerimaan kembali pernberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).

(7) Penerimaan pernbiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.O,OO(nol rupiah).

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah), yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b, Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dertgan

perundang- undangan.
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaks d
direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah). ;lr7
Pernbayaran cicilan pokok utang yang . *~*b~Al"'l""UL~<"-l
ayat (1) h uruf c direncanakan seb 1 IT P ~).
Pemberian pinjaman daera ~ gai
direncanakan sebesar ., (. i
Pengeluaran pe a ai y il>q':JIUIC;U ketentuan peraturan
perundan - a ayat (I) huruf e
diren ak

(1) aran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakiba terjadinya surplus j (defisit) sebesar (Rp.740.557.983.922~qO) I
tujuh us empat puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus

apan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah.
Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 740.557.983.922,00 (tujuh
ratus empat puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus
delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasa116

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya danj atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalarn peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran
2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran. .

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial darr/atau kejadian luar

biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan Iatau
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c. kerusakan sarane./prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pela~~an
publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pernerintah Daerah dan tidak

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dari/atau ;

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danfatau masyarakat.

Pasal17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dal
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kabupaten Jember ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut

Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pe ~ ,Belanja, idan
Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang 1 fiJfi. ~ i urut
Pemerintahan Daerah g.I1} s; II

3. Lampiran III Rincian APBD 1.) US ' ~ Daerah,
\J.~-.;;;,;:y.oc; .... an, Kelompok,

patan, Belanja.: dan

Lampiran IX

u rusan Pemerintahan Daerah,
~o r gIatan Serta Hasil dan Sub Kegiatan
r .

Belanja Daerah Untuk Keselarasan ,dan
et uan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
rangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Yang Direncanakan;
Daftar Dana Cadangan;
Daftar Pinjaman Daerah.

4.

6.
7.
8.

10. Lampiran X
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

14. Lampiran XIV

15. Lampiran XV
16. Lampiran XVI

Pasal18

Bupati menetapkan peraturan Bupati ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
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Pasal19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
padatanggal 1~ Ap",L 2021

BUPATI JEMBER,

Diundangkan di Jember
pada tanggal )..9 prri L.

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 1,



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Jember
Nomor : 1 TO!l\v(\ ~ U
Tanggal J-9 A pt\ L

KABUPATEN JEMBER
RlNGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASr MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN. BELANJA. DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Uraian Jumlah
1

4 PENDAPATAN DAERAH :

4.1 PENDAPATAN ASll DAERAH (PAD) 716.851.235.600

4.1.01 Pajak Daerah 223.415.~00.O90:

4.1.02 Retribusi Daerah 42.203.813,283

4~1.03 Hasil Penqelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.102.2..48.169.

4.1.04 lain-lain PAD yang Sah 445.129:674.14B,

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.789.272.095.632:
~4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.569.367.291.?,93'

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 21~3.B39'

4.3 lAJN·LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ~2.232.S00.000:

~ n ..
4.3.01 Pendapatan Hibah 20.317.460.000

4.3.03 lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundan~a(\ If c:: ~81.91S.040.oodV~",a~~~a ~~a~ 1"'- 1~·708.3SS.B31.2~j

~
~ ,) v \ lJ \ I(\) .>

5 BELANJA ~r( j ~ 1\\/r1 I\.../~
5.1 BELANJA OPERAS[ ~

t.--" ,/ ll-V~ v
3.221.504.520.374'

5.1.01 Belanja Pegawai ~ r- J -: \ v~ 1.685.673.981.932

5.1.02 Belanja ~dar; a!a ,[..... :,J ,\ ~~ 1.390.344.352.732;

5.1.04 ~aSub idi\ ~ \_., i-: 3.782.839.000'

5.~ V Belanja Hibfo,IJ\ \ /_// 113.503.552.710

-> 5.1.06 Belanja Bafftt~n ~'ilsii;'1) v~ 28.199.794.0'00

5.2 BELANJA MqqAil) ~ 681.326.250.275

5.2.01 Belanja M~ah 3.199581.317:

5.2.02 ~ M~dal Peralatan dan Mesin 173.830.342.775

5.2.9J- _...-/ Belanja Modal Gedung dan Bangunan 71.429.620.314

~
-5.2.04 Belanja Modal Jelen, Jaringan, dan Irigasi 392.411.338.969

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap lainnya 40.455.366.9,00

5.3 BELANJA llDAK TERDUGA 21.001.385.757,

5.3.01 BeJanja Tidak Terduga 21.001.385.757

5.4 BELANJA TRANSFER 525.081.658.748

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 22.065c196.660.

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 503.016.462.0,88

Jumlah Belanja 4.448.913.815.154

Total Surplus/(Defisit) (740.557.983.922)

i ,
6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERlMAAN PEMBIAVAAN 740.557.983.922
,

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggar~n Tahun Sebelumnya 740.557.983.9,22

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 740.557 .983.92~

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0

Pembiayaan Netto 740.557.983.922

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan - :0
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